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BUPATI GI'NTINCMAS

PERATURA}'T BUPATI GLTNUNff MAS

NCIMOR : ?5 TAI-ILIN 2011

TENTAT.{C

TARTF BIAYA PT]NGUTA}'I AKTA KELAHIRA}I

DENGAN RA1IMAT TUT{AN YANGMAHAESA

BUPATI G1INUNG MAS,

bahwa untuk menunfang kelancaran dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk

meni*gkarkan pe.rdapatan As.Ii Deer; ('P6), m*a dipandang perlu mengrrbah

ailai reribusi tadf pnggantian Ai*yt Ctfak Akta Kelahifan sehiagga se$ai

derrgan nilai sekaranjdi wilayah Kabupaten Grmung Mas

, bahwa mtuk mmungut r#ibusi sebagaimana dimaksud huruf 4 perlu ditetapkan

dengan peraturan Bupati Gunung Mas

undang * undang noItrof 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ( Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 19?4 Nomor 3019);

Udang - Undang nomor I Tahua 1981 tentang HukBm Acara Pidana ( Lembamn

Negara Republik Lrdonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 32AD:'

Undang - Undang Nomor 2? Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang

Nomor g tahun 19g1 Teatang Huku{a Acara Pidana ( Lembamo Negara Republik

Indonesia Tahun l9g1 Nomor 6, Tambahan LernbaranNegaraNomor 3258);

undang - undang Nomor 5 tahun 2a02 tsntartgPembentukan Kabupaten Katingan,

Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukama4 Kabgpatea larnsadaU Kafupatcn

f"f*S Pisau, Kabupaten Gnung Mas, Kabupaten Munrng Raya dan Kabupden

Barito Timur propinsi Kalirnarfa Tengatr( Lanbaran Negara Reprfilik Indoaesia

Tahrm 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4180);

Undang * Undang Nomor 10 Tahua 2004 Tentang Pembentukan PeraAren

perundang - Undangan ( LembaranNegara Republik &rdonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembara NegmaNomor 4389);

Undang Uodang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Feanerintahan Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarrbahan

Lembaran Negara nomor 4437);

Undang * Uodang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

pemerirrtah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia

Tahun 2004 Nqm or 125, Tambahan l-embxanNegera NomOr a$$j:

g. Undang * Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminisuasi Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomot124, tambahan

Lembaran Negara Nomor A67 +);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penyerah Sebagaian Urusan

Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Penduduk kepada Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara

Nomor 3742);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tetang Peyelenggaraan

Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Infomrasi Manajemen

Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tettang Penyidikan

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Gunung Mas;

12. Peraturan Daeratr Kabupaten Gunrmg Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas

MEMUTUSKAN:

^ Menetapkan : PERATURAN BUPATI GLINUNG MAS TENTAIIG TARIF BIAYA
PUNGUTAN AKTA KELAHIRAN SEBAGAI PENGGANTI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 6 TAHUN 2OO7

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas

2. Kabupaten adalahKabupaten Gunung Mas

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan Propinsi otonomi

seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana

dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Pemerintah Daeratr adalah Bupati beserta Perangkat Daeratr sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah

5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retibusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan latau diberikan Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan

barang,fasilitas atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

8. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan

dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Klahiran adalah Pungutan daerah sebagaimana pembayaran

atas jasa pelayaoan Akta Kelahiran yang disediakan Pemerintah Daerah

10. Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran Umum kepada penduduk tampa dipungut biay4 apabila

pelaporan kelahiran dilakukan tepat waktu yaitu adanya laporan yang diterima dari penduduk dalam

waktu paling lambat 60 ( enam puluh ) hari kerja sejak tanggal lahir

11. Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran kepada penduduk diprmgut biaya apabila pelapotan kelahiran

dilakukan lebih dari waktu yang ditetapkan yaitu di atas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran
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BAB 1I

NAMA OI}]bK \ A]\IG DIPLTNGUT'

Pasal 2

l)engan uama lletribusi Pcnggarrliarn Lliaya Cctak Akta Kelahiran

objck Reiribusi adalah pclavanair o*L.-,iJu, dokurrren hependurltrk:x" ,rcliputi

a. Akta Kerahiran ,munr ( ridf 1n,**", 
rliava.di*r;;;iuno,,o" kclal-'i'u" dilaprorkan pa,ing

; ffi*x;::'*i*ri-:;ffi;1i !L?i;litl:*,-.ran 
kerahiran'll*aporkan eliatas

{rt} { c;-,arn piiluh ) trari kcrj* ,"1uk tur,!g*l kci.hiLa.rr elttrlr"an biava selrc$rr I{p' -10'000 pur Akta

BAB III
KETENTUAS'I PF.'{U'ruP

Pasal 3

^,peraturan Bupati ini mulai berlaku, sejak taxggd ditetapkan, agas ssliiaF yaeg mcng#ahuinya

mel$€ri11lahkaa pe*gr*daagan Feraturan Bupati ini dengan pe*s{npetaaltya dalffi} Lembare*r S*erah

Kabuptcn Grxnmg Mas.

I)itctalrkan di i:ala Kurr.ii:
a I'}ebmari 201-lPada

BT\i IiI

Diundarrgkan cli Kuala Kururr
i'aclatanggal, '7 Pebnrari 2011
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